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Abstract

The Beach Revitalization Program is one of the flagship programs of the Padang City
Government aimed at creating an ordetly, safe, comfortable, and competitive tourist
area. However, its implementation continues to face illegal parking, unofficial levies,
public order disturbances, and low public compliance with regulations, thereby
requiring a more effective security strategy. This study aimed to analyze the strategy of
the Padang City Satuan Polisi Pamong Praja through the Security Task Force in
implementing the Flagship Beach Revitalization Program and to identify the constraints
encountered in its implementation. The study employed a qualitative method with a
descriptive approach. Informants were selected through purposive sampling, while data
were collected through interviews and documentation. The data were analyzed using
Richard P. Rumelt’s strategy theory, which comprises diagnosis, guiding policy, and
coherent actions. The results showed that the Padang City Satpol PP had implemented
a strategy by identifying various problems in the Padang Beach area, implementing
security policies based on Padang City Regional Regulation No. 1 of 2025 concerning
Public Peace and Order, and undertaking coherent actions in the form of routine
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patrols, field supervision, enforcement against violations, and coordination with the
Tourism Office. Nevertheless, the strategy had not been implemented optimally
because of low public compliance, the continued occurrence of illegal parking and
unofficial levies, the extensive area requiring supervision, limited personnel, difficulties
in identifying violators, and suboptimal public patticipation in submitting reports. This
study concluded that the Satpol PP strategy implemented through the Security Task
Force had supported the Beach Revitalization Program, but its effectiveness still
required strengthened human resources, improved interagency coordination, and active
public involvement. These findings provide practical implications for the local
government in developing a more integrated, participatory, and sustainable security
system for tourist areas.

Keywords: Security Strategy; Satuan Polisi Pamong Praja; Beach Revitalization; Public
Order; Tourist Area

Abstrak: Program Revitalisasi Pantai merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota
Padang yang diarahkan untuk mewujudkan kawasan wisata yang tertib, aman, nyaman, dan berdaya
saing. Namun, implementasinya masih menghadapi praktik parkir liar, pungutan tidak resmi,
gangeuan ketertiban umum, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, schingga
diperlukan strategi pengamanan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satuan Tugas Pengamanan dalam menerapkan
Program Unggulan Revitalisasi Pantai serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya. Penelitian
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dipilih melalui teknik
purposive sampling, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis
menggunakan teori strategi Richard P. Rumelt yang mencakup diagnosis, kebijakan penuntun, dan
tindakan koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang telah menerapkan
strategi melalui identifikasi berbagai permasalahan di kawasan Pantai Padang, pelaksanaan kebijakan
pengamanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta tindakan koheren berupa patroli rutin, pengawasan
lapangan, penertiban pelanggaran, dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Meskipun demikian,
strategi tersebut belum terlaksana secara optimal karena rendahnya kepatuhan masyarakat, masih
berlangsungnya praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi, luasnya wilayah pengawasan,
keterbatasan personel, kesulitan mengidentifikasi pelaku pelanggaran, serta belum optimalnya
partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi
Satpol PP melalui Satuan Tugas Pengamanan telah mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi
Pantai, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan
koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan aktif masyarakat. Temuan ini memberikan implikasi praktis
bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pengamanan kawasan wisata yang lebih
terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Pengamanan; Satuan Polisi Pamong Praja; Revitalisasi Pantai; Ketertiban
Umum; Kawasan Wisata

PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan publik dan revitalisasi wilayah strategis menjadi bagian dari

agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan kota yang layak huni, berdaya saing, dan
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berkelanjutan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan
ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi urusan tersebut dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan
peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan
kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan Satpol PP juga diperkuat melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tidak hanya berpedoman pada ketentuan nasional,
tetapl juga mengacu pada regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Salah satu landasan hukum yang menjadi
pedoman operasional Satpol PP Kota Padang adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah tersebut
mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penataan ruang publik, pengawasan terhadap
aktivitas masyarakat, larangan penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan,
penertiban parkir liar, pengendalian bangunan tanpa izin, serta pencegahan berbagai aktivitas

yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum (Tasman et al., 2020).

Menurut (Rangkuti, 2017) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan
menurut (Budio, 2019) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya
suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan
lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pendapat tersebut menegaskan
bahwa keberhasilan suatu organisasi publik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi

oleh strategi yang diterapkan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kawasan
publik dan daya tarik wisata. Pemerintah Kota Padang menetapkan program unggulan berupa
revitalisasi kawasan pantai, program tersebut berjalan dari tahun 2025. Program revitalisasi
pantai salah satu fokus dalam program 100 hati kerja Wali Kota Padang Fadly Amran dan
Wakil Wali Kota Maigus Nasir, dan program ini juga bagian dari visi jangka panjang untuk
lima tahun ke depan (Pemerintah Kota Padang, 2025).

Tujuan dari program revitalisasi pantai adalah bentuk komitmen pemerintah untuk
menjadikan Padang sebagai kota tujuan yang nyaman dan menarik (Pemerintah Kota Padang,

2020). Revitalisasi pantai menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menciptakan kawasan
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wisata yang tertata, bersih, aman, nyaman, dan memiliki daya saing tinggi. Program tersebut
tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penataan aktivitas sosial

dan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir (Redaksi, 2025).

Dalam pelaksanaan pengawasan kawasan revitalisasi pantai, Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Padang tidak bekerja secara langsung secara keseluruhan di lapangan, melainkan
membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Kawasan Pantai sebagai unit operasional
yang berada di bawah koordinasi Satpol PP. Satgas tersebut bertugas membantu pengawasan,
patroli, penertiban aktivitas masyarakat, pengendalian parkir liar, serta menjaga ketertiban

kawasan wisata Pantai Padang sebagai bagian dari implementasi program revitalisasi pantai.

Adapun permasalahan ketertiban di kawasan Pantai Padang masih terus terjadi. Salah
satu kasus yang mendapat perhatian publik terjadi pada Januari 2026 ketika terjadi insiden
parkir di kawasan Pantai Padang yang berujung pada aksi pelemparan batu, sehingga
mendorong DPRD Kota Padang mendesak pemerintah untuk melakukan penertiban
terhadap praktik parkir liar dan keberadaan juru parkir yang tidak tertata. Peristiwa tersebut
menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas ekonomi informal di kawasan wisata

belum sepenuhnya berjalan optimal (Redaksi, 2026).

Selain persoalan parkir liar, praktik pungutan liar (pwngl) juga masih menjadi
persoalan bagi citra kawasan wisata Pantai Padang. Tidak jarang praktik pungli menimbulkan
konflik msyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya fenomena tersebut maka pemerintah Kota
Padang melalui Satpol PP bahkan kembali memperketat pengawasan guna mengantisipasi
praktik pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap wisatawan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa meskipun Satgas Pengamanan telah dibentuk dan didukung dengan
berbagai sumber daya, masih terdapat tantangan dalam menciptakan kawasan wisata yang

tertib, aman, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat (Wafa, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori strategi yang dikemukakan oleh Richard
P. Rumelt karena teori ini memberikan kerangka analisis yang relevan dalam mengkaji
bagaimana suatu organisasi merumuskan dan melaksanakan strategi secara efektif untuk
mencapal tujuan yang telah ditetapkan. Rumelt menjelaskan bahwa strategi yang baik (good
strategy) terdiri dari tiga elemen utama, yaitu diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan yang
koheren. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam penerapan program unggulan Kota

Padang “Revitalisasi Pantai” serta menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong
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Praja Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung program unggulan

“Revitalisasi Pantai” di lapangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk
memahami secara mendalam strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang
dalam menerapkan Program Unggulan Kota Padang “Revitalisasi Pantai” melalui
pembentukan Satgas Pengamanan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh
gambaran secara komprehensif mengenai proses penyusunan strategi, pelaksanaan tugas,
koordinasi antarlembaga, serta berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi program
di lapangan. Menurut (Abd. Hadi et al., 2021), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang
berlandaskan pola pikir induktif untuk memahami fenomena sosial melalui pengamatan
terthadap kondisi yang alamiah. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk
menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena yang terjadi sehingga menghasilkan
pemahaman yang utuh mengenai objek penelitian (Harahap, 2020). Dengan demikian,
pendekatan ini dinilai sesuai untuk menganalisis strategi Satpol PP dalam mendukung

keberhasilan program revitalisasi kawasan Pantai Padang melalui Satgas Pengamanan.

Waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu April sampai Juni 2020.
Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang serta beberapa lokasi
di kawasan Pantai Padang yang menjadi sasaran Program Unggulan Kota Padang
“Revitalisasi Pantai”. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan
keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program sehingga mampu memberikan informasi
yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023). Informan penelitian terdiri atas Kasi
P3 Satpol PP Kota Padang, Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata
Kota Padang, anggota Satgas Pengamanan, serta beberapa wisatawan yang berkunjung ke
kawasan Pantai Padang. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan para informan serta data sekunder yang berasal dari dokumen
resmi, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan
dokumentasi yang berkaitan dengan strategi Satpol PP dalam pelaksanaan revitalisasi pantai.

Kombinasi kedua jenis data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang
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menyeluruh mengenai implementasi strategi Satpol PP dalam mendukung keberhasilan

program revitalisasi kawasan pantai.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara
mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada seluruh informan
untuk memperoleh informasi mengenai strategi pengamanan, pola koordinasi, bentuk
pengawasan, hambatan pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menjaga
ketertiban kawasan Pantai Padang. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa
arsip, laporan kegiatan, foto, surat keputusan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan Program Unggulan Kota Padang “Revitalisasi Pantai”. Keabsahan data diuji
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil
wawancara antar-informan serta mengonfirmasi temuan penelitian melalui dokumen yang
relevan untuk meningkatkan kredibilitas data (Citriadin, 2020). Selanjutnya, analisis data
dilakukan dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan sehingga seluruh informasi yang diperoleh dapat diorganisasikan,
diinterpretasikan, dan disimpulkan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian

(Surokim, 2016).

HASIL

1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satgas Pengamanan
dalam Penerapan Program Unggulan Kota Padang “Revitalisasi Pantai”
Berdasarkan hasil penelitian, strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Padang melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung penerapan program unggulan
Pemerintah Kota Padang, yaitu Revitalisasi Pantai, dapat dianalisis menggunakan teori
strategi Richard P. Rumelt yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu diagnosis, kebijakan
penuntun, dan tindakan koheren. Ketiga unsur tersebut menggambarkan bagaimana Satpol
PP Kota Padang mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kawasan Pantai Padang,
menentukan pendekatan penyelesaian, serta melaksanakan berbagai tindakan untuk
mencapal tujuan program, yaitu menciptakan kawasan pantai yang aman, tertib, dan nyaman

bagi masyarakat maupun wisatawan.

Pada tahap diagnosis, Satpol PP Kota Padang terlebih dahulu melakukan identifikasi
terhadap berbagai kondisi dan permasalahan yang terjadi di kawasan Pantai Padang. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa meskipun kawasan Pantai Padang telah mengalami berbagai
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bentuk penataan melalui program revitalisasi, masih ditemukan beberapa persoalan yang
berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Permasalahan tersebut antara lain
praktik parkir liar, pungutan liar, serta masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya
mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Satpol PP Kota
Padang untuk membentuk Satgas Pengamanan sebagai upaya memperkuat pengawasan di

kawasan wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi P3 Satpol PP Kota Padang, diketahui
bahwa pembentukan Satgas Pengamanan dilakukan sebagai bentuk respons terhadap
berbagai potensi gangguan ketertiban yang masih terjadi di kawasan Pantai Padang. Satgas
tidak hanya berfokus pada pengawasan pedagang kaki lima, tetapi juga melakukan
pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kenyamanan

pengunjung. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Satgas ini dibentuk untuk melakukan pengawasan dan mengantisipasi terjadinya
berbagai pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Mereka bukan hanya
mengawasi pedagang kaki lima saja, tetapi juga berbagai pelanggaran lain yang terjadi di
kawasan Pantai Padang. Contohnya sekarang ini masih banyak terjadi pemungutan liar atau
pemerasan terhadap pengunjung. Nah, salah satu tugas Satgas adalah melakukan pengawasan
terthadap hal-hal seperti itu. Apabila ada masyarakat atau pengunjung yang mengalami
kejadian tersebut, mereka bisa langsung melapor kepada Satgas yang sedang bertugas di
lapangan.” (Wawancara dengan Bapak Ef selaku Kasi P3 Satpol PP Kota Padang, 11 Juni
2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Satpol PP telah melakukan
diagnosis terhadap permasalahan utama yang terjadi di kawasan Pantai Padang. Permasalahan
ketertiban tidak hanya dipandang dari keberadaan pedagang kaki lima, tetapi juga mencakup
berbagai aktivitas yang berpotensi merugikan pengunjung, seperti pungutan liar dan praktik
parkir yang tidak sesuai aturan. Identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi
pengamanan melalui pembentukan Satgas yang bertugas melakukan pengawasan secara

langsung di lapangan.

Selain faktor pelanggaran ketertiban, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Satgas
Pengamanan menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya. Tantangan
utama berasal dari keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah

pengawasan serta masih rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan yang
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berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal
di seluruh kawasan Pantai Padang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa luasnya wilayah
pengawasan juga menyebabkan Satgas menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku

pelanggaran, khususnya dalam membedakan petugas parkir resmi dengan oknum parkir liar.

Tahap berikutnya adalah kebijakan penuntun, yaitu pendekatan yang digunakan
organisasi untuk menjawab permasalahan yang telah ditemukan pada tahap diagnosis. Dalam
konteks penelitian ini, kebijakan penuntun Satpol PP Kota Padang diwujudkan melalui
metode pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pengamanan. Pelaksanaan tugas Satgas
berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai dasar hukum dalam menjaga keamanan dan
ketertiban kawasan Pantai Padang. Metode yang diterapkan Satgas Pengamanan meliputi
kegiatan patroli, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, pemberian teguran terhadap
pelanggaran, serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat maupun
pengunjung. Dengan adanya pedoman tersebut, Satgas memiliki arah yang jelas dalam
menjalankan tugasnya schingga setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Satgas Pengamanan memberikan
beberapa dampak positif terhadap kondisi kawasan Pantai Padang. Pengunjung menilai
bahwa keberadaan petugas memberikan rasa aman karena terdapat pihak yang melakukan
pengawasan terhadap aktivitas di kawasan wisata. Selain itu, keberadaan Satgas juga
berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang lebih tertib, terutama dalam mengatur
aktivitas pedagang agar tidak mengganggu akses jalan dan kenyamanan pengunjung. Namun
demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengamanan
masih perlu ditingkatkan. Beberapa pengunjung menilai bahwa patroli yang dilakukan Satgas
belum sepenuhnya optimal karena sebagian petugas lebih sering berada di pos dibandingkan
melakukan pengawasan langsung di seluruh kawasan pantai. Kondisi tersebut menyebabkan
masih terdapat beberapa titik yang kurang terpantau sehingga peluang terjadinya pelanggaran

masih terbuka.

Selanjutnya, pada aspek tindakan koheren, Satpol PP Kota Padang melalui Satgas
Pengamanan melakukan berbagai tindakan nyata sebagai bentuk implementasi strategi yang

telah dirancang. Tindakan tersebut dilakukan melalui patroli rutin, pengawasan terhadap
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pelanggaran ketertiban umum, penanganan laporan masyarakat, serta koordinasi dengan

instansi terkait dalam mendukung program Revitalisasi Pantai.

Berdasarkan hasil penelitian, Satgas Pengamanan tidak hanya bertugas melakukan
penertiban, tetapi juga berperan sebagai unsur pengawasan yang memastikan kawasan Pantai
Padang tetap dalam kondisi aman dan nyaman. Setiap laporan yang diterima dari masyarakat
maupun pengunjung menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan tindakan lebih lanjut
terthadap pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan
petugas Satgas Pengamanan yang menjelaskan bahwa mekanisme laporan masyarakat
menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Informan

menyampaikan:

“Kalau misalnya ada yang melapor ke kami, otomatis kami langsung tahu dan segera
menindaklanjutinya. Tapi kalau pengunjung tidak melapor, kami juga tidak tahu kalau ada
kejadian seperti itu. Jadi, kami tidak bisa langsung bertindak karena informasinya memang
tidak kami terima.” (Wawancara dengan Ibu Yossi selaku petugas Satgas Pengamanan, 15

Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindakan Satgas Pengamanan tidak hanya
bergantung pada patroli yang dilakukan petugas, tetapi juga membutuhkan partisipasi
masyarakat dalam memberikan informasi apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya kerja

sama antara petugas dan masyarakat, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain melaksanakan pengawasan secara langsung, Satpol PP Kota Padang juga
melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata sebagai instansi yang memiliki kewenangan
dalam pengelolaan kawasan wisata. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperjelas
pembagian tugas antara masing-masing pihak, di mana Dinas Pariwisata berperan dalam
pengelolaan kawasan wisata, sedangkan Satpol PP melalui Satgas Pengamanan bertanggung

jawab dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Kendala yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satgas

Pengamanan dalam Mendukung Program Unggulan “Revitalisasi Pantai”

Pelaksanaan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satgas
Pengamanan dalam mendukung Program Unggulan “Revitalisasi Pantai” pada praktiknya
tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di
lapangan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,

ditemukan bahwa hambatan yang dihadapi Satpol PP tidak hanya berasal dari faktor internal
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organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial
masyarakat serta karakteristik kawasan Pantai Padang sebagai ruang publik yang memiliki

aktivitas tinggi.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi pengamanan kawasan
wisata membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan
keberadaan petugas, tetapi juga melibatkan aspek kepatuhan masyarakat, sistem pengawasan,
koordinasi antarinstansi, serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan sumber daya
dengan kondisi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kendala utama yang
dihadapi Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan meliputi masih rendahnya
kepatuhan masyarakat terhadap aturan, masih ditemukannya praktik parkir liar dan pungutan
tidak resmi, keterbatasan jangkauan pengawasan, luasnya wilayah pengamanan, kesulitan
dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat

dalam melaporkan kejadian yang mengganggu ketertiban umum.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi pengamanan
adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan yang telah
ditetapkan pemerintah daerah. Program Revitalisasi Pantai tidak hanya bertujuan melakukan
penataan fisik kawasan, tetapi juga menciptakan lingkungan wisata yang tertib, aman, dan
nyaman melalui pengelolaan aktivitas masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih
terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami maupun menaati aturan yang
berlaku, seperti ketentuan mengenai lokasi berjualan, penggunaan fasilitas umum, maupun

aktivitas parkir.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Satgas Pengamanan karena keberhasilan
pengawasan tidak hanya ditentukan oleh tindakan aparat, tetapi juga bergantung pada
kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Apabila masyarakat belum
memiliki kesadaran untuk mengikuti aturan, maka upaya penertiban yang dilakukan petugas
akan terus menghadapi permasalahan yang sama secara berulang. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kasi P3 Satpol PP Kota Padang, diketahui bahwa tingkat kepatuhan
masyarakat masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengamanan kawasan

Pantai Padang.

“Tingkat kepatuhan masyarakat jika dihitung persentase sekitar 30%, sebagian

masyarakat lebih memilih mengikuti keinginannya sendiri dibandingkan mematuhi aturan
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yang telah ditetapkan.” (Wawancara dengan Bapak Ef selaku Kasi P3 Satpol PP Kota Padang,
11 Juni 2020)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengamanan yang dilakukan Satpol
PP masih menghadapi tantangan dari aspek perilaku masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan
bahwa penegakan aturan tidak cukup hanya dilakukan melalui patroli maupun tindakan
penertiban, tetapi juga membutuhkan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, edukasi, dan

peningkatan kesadaran masyarakat.

Selain faktor kepatuhan masyarakat, kendala lain yang ditemukan adalah masih
adanya praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi di kawasan Pantai Padang. Permasalahan
tersebut menjadi salah satu persoalan yang paling sering muncul karena secara langsung
berkaitan dengan kenyamanan pengunjung. Keberadaan oknum yang meminta biaya parkir
di luar ketentuan, terutama tanpa menggunakan atribut resmi, menyebabkan pengunjung
mengalami kebingungan dalam membedakan petugas parkir yang memiliki kewenangan
dengan pihak yang melakukan pungutan secara ilegal. Praktik tersebut menunjukkan bahwa
pengelolaan kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pengawasan terhadap aktivitas
masyarakat, tetapi juga membutuhkan sistem pengelolaan parkir yang lebih jelas. Kejelasan
identitas petugas parkir, pembagian kewenangan, serta koordinasi dengan instansi terkait

menjadi aspek penting agar pelaksanaan pengamanan dapat berjalan lebih efektif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Satgas Pengamanan telah melakukan patroli
dan memberikan teguran terhadap pelanggaran yang ditemukan. Namun, kondisi kawasan
Pantai Padang yang terbuka dan memiliki aktivitas pengunjung yang tinggi menyebabkan
praktik parkir liar masih memiliki peluang untuk terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi
pengamanan yang dilakukan telah berjalan, tetapi masih membutuhkan penguatan agar

mampu mencegah pelanggaran secara lebih maksimal.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan pengawasan yang belum
sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kawasan Pantai Padang. Sebagai kawasan wisata
yang memiliki wilayah cukup luas, pengawasan membutuhkan jumlah personel dan pola
patroli yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam praktiknya, keterbatasan
jumlah anggota menyebabkan pengawasan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas
schingga tidak semua titik dapat dipantau secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan
masih terdapat beberapa lokasi yang memiliki potensi pelanggaran karena tidak selalu berada

dalam jangkauan petugas. Beberapa pengunjung juga menilai bahwa keberadaan Satgas
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Pengamanan memang memberikan rasa aman, tetapi intensitas patroli masih perlu
ditingkatkan agar keberadaan petugas lebih terlihat di seluruh kawasan pantai. Permasalahan
tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan Satgas Pengamanan
dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Pembentukan Satgas menjadi solusi terhadap
keterbatasan sumber daya Satpol PP, tetapi luasnya wilayah pengamanan menyebabkan
kebutuhan terhadap personel dan sistem pengawasan yang lebih efektif masih menjadi

tantangan.

Selain keterbatasan pengawasan, luasnya wilayah pengamanan juga menjadi faktor
yang memengaruhi efektivitas strategi Satpol PP. Karakteristik Pantai Padang sebagai
kawasan terbuka dengan berbagai aktivitas masyarakat menyebabkan pengawasan tidak dapat
dilakukan hanya dengan menempatkan petugas pada titik tertentu. Dibutuhkan pola
pengamanan yang fleksibel, seperti peningkatan patroli bergerak, pembagian wilayah

pengawasan, serta pemetaan titik rawan pelanggaran.

Kendala lain yang ditemukan adalah kesulitan Satgas Pengamanan dalam
mengidentifikasi pelaku parkir liar. Permasalahan ini muncul karena sebagian pihak yang
melakukan aktivitas parkir tidak menggunakan atribut atau tanda pengenal resmi. Kondisi
tersebut menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam membedakan antara petugas
parkir resmi dengan oknum yang melakukan pungutan tidak sesuai aturan. Permasalahan
identifikasi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas parkir tidak hanya
membutuhkan tindakan penertiban, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi dan
pengelolaan yang jelas. Tanpa adanya identitas resmi dan pendataan yang baik, proses
penindakan menjadi lebih sulit dilakukan karena petugas harus memastikan terlebih dahulu

status pihak yang melakukan aktivitas parkir.

Selain itu, strategi pengamanan juga menghadapi kendala dari sisi partisipasi
pengunjung. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pengunjung belum optimal dalam
melaporkan apabila mengalami atau melihat adanya pelanggaran. Hal tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor, seperti tidak mengetahui lokasi petugas, jarak pos pengamanan yang
cukup jauh dari lokasi kejadian, serta anggapan bahwa permasalahan tersebut merupakan hal
biasa. Padahal, laporan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas
pengawasan karena petugas tidak selalu dapat mengetahui seluruh kejadian yang berlangsung

di kawasan pantai.
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Dari aspek kebijakan penuntun, Satpol PP telah memiliki arah strategi melalui
pembentukan Satgas Pengamanan sebagai upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban
kawasan pantai. Namun, pada aspek tindakan koheren masih ditemukan beberapa hambatan
dalam pelaksanaan, terutama dalam memastikan pengawasan berjalan secara merata,
meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.
Dengan demikian, kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan
dalam mendukung Program Unggulan Revitalisasi Pantai menunjukkan bahwa keberhasilan
strategi pengamanan tidak hanya bergantung pada keberadaan aparat, tetapi juga
membutuhkan dukungan masyarakat, penguatan sistem pengawasan, optimalisasi sumber

daya, serta koordinasi lintas sektor.

PEMBAHASAN

1. Diagnosis Permasalahan dalam Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

pada Program Revitalisasi Pantai melalui Satgas Pengamanan

Menurut (Rumelt, 2011), strategi yang efektif selalu diawali dengan proses diagnosis
terthadap permasalahan yang dihadapi organisasi. Diagnosis merupakan tahapan penting
dalam strategi karena berfungsi untuk memahami kondisi aktual, mengidentifikasi hambatan
utama, serta menentukan faktor penyebab yang memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
Rumelt menjelaskan bahwa diagnosis yang baik tidak hanya berfokus pada gejala
permasalahan, tetapi harus mampu menemukan inti persoalan yang menjadi penyebab utama
sehingga organisasi dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian,
keberhasilan suatu strategi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memahami

lingkungan internal maupun eksternal sebelum menentukan kebijakan dan tindakan yang

akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Padang telah melakukan proses
diagnosis terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program
unggulan Pemerintah Kota Padang, yaitu revitalisasi Pantai Padang melalui pembentukan
Satgas Pengamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang menjadi
perhatian dalam pengelolaan keamanan kawasan wisata tersebut berkaitan dengan masih
ditemukannya berbagai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, seperti praktik parkir
liar, pungutan tidak resmi, serta aktivitas masyarakat yang berpotensi mengurangi

kenyamanan wisatawan. Permasalahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP
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Kota Padang sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menjaga

ketenteraman dan ketertiban umum serta melakukan penegakan terhadap peraturan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan wisata tidak hanya
berkaitan dengan pembangunan fisik dan penataan ruang, tetapi juga membutuhkan strategi
pengelolaan sosial yang mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh (Prayogi & Suryawan, 2021) menjelaskan bahwa keberhasilan
pengembangan kawasan wisata sangat dipengaruhi oleh aspek keamanan, kenyamanan, dan
keteraturan lingkungan wisata. Apabila aspek tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat
memengaruhi persepsi wisatawan terhadap kualitas destinasi yang dikunjungi sehingga itu,
keberadaan Satgas Pengamanan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan
bahwa perubahan fisik kawasan wisata melalui program revitalisasi dapat diikuti dengan

peningkatan kualitas tata kelola keamanan dan ketertiban (Sumariati, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Padang, diketahui bahwa
pembentukan Satgas Pengamanan merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap
kebutuhan pengawasan kawasan Pantai Padang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan
Kota Padang. Satgas tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, patroli,
memberikan imbauan, serta melakukan tindakan terhadap berbagai aktivitas yang dianggap
melanggar ketentuan dan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.
Pembentukan Satgas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami bahwa pengelolaan
kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pembangunan fasilitas, tetapi juga memerlukan

mekanisme pengendalian terhadap berbagai potensi gangguan yang muncul di lapangan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa strategi pengamanan yang
dilakukan oleh Satgas Pengamanan belum sepenuhnya mampu menghilangkan seluruh
bentuk gangguan ketertiban di kawasan Pantai Padang. Beberapa permasalahan seperti parkir
liar dan pungutan tidak resmi masih ditemukan meskipun kegiatan pengawasan dan patroli
telah dilakukan. Kondisi tersebut disebabkan oleh karakteristik kawasan Pantai Padang
sebagai ruang publik yang terbuka dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Selain
menjadi kawasan wisata, Pantai Padang juga menjadi ruang aktivitas ekonomi bagi
masyarakat sekitar schingga terdapat berbagai kepentingan yang saling berinteraksi dalam

satu kawasan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik wisata

membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui tindakan
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pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga melalui pendekatan kolaboratif dengan
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Suansri et
al., 2020; Zalvia & Adnan, 2025) yang menjelaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata
berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat
lokal, dan pengelola wisata, karena permasalahan kawasan wisata sering kali berkaitan dengan
aspek sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, strategi pengamanan
kawasan wisata perlu mempertimbangkan faktor lingkungan sosial yang menjadi penyebab

munculnya pelanggaran.

Berdasarkan perspektif (Rumelt, 2011), kondisi tersebut menunjukkan bahwa Satpol
PP Kota Padang telah melakukan proses diagnosis terhadap permasalahan strategis yang
dihadapi dalam mendukung program revitalisasi Pantai Padang. Satpol PP tidak hanya
mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memahami bahwa persoalan
keamanan dan ketertiban kawasan wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti
karakteristik wilayah, tingkat aktivitas masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta perilaku
sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi aturan. Identifikasi terhadap faktor-

faktor tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan strategi pengamanan yang lebih

efektif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan strategi
pengamanan juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh
Satgas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan
pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh titik kawasan Pantai
Padang. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahman & Nugroho, 2022) yang menyatakan
bahwa efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban ruang publik
sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya organisasi, terutama jumlah personel,
kemampuan koordinasi, serta dukungan fasilitas operasional. Keterbatasan sumber daya
dapat menyebabkan strategi yang telah dirancang tidak berjalan secara optimal karena
kemampuan implementasi tidak sebanding dengan luasnya permasalahan yang harus

ditangani.

Peneliti beranggapan bahwa tahap diagnosis yang dilakukan oleh Satpol PP Kota
Padang telah menunjukkan adanya pemahaman terhadap persoalan utama dalam pelaksanaan
program revitalisasi Pantai Padang. Satpol PP tidak hanya melihat permasalahan dari

perspektif penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan
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karakteristik kawasan wisata sebagai aspek yang memengaruhi efektivitas strategi
pengamanan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP telah memahami bahwa
gangguan ketertiban di kawasan wisata bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi
juga berkaitan dengan dinamika aktivitas masyarakat yang membutuhkan pendekatan
pengelolaan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masih ditemukannya berbagai
gangguan ketertiban menunjukkan bahwa proses diagnosis perlu dilakukan secara
berkelanjutan melalui evaluasi dan pemetaan permasalahan secara berkala. Dinamika
kawasan wisata yang terus berkembang menyebabkan bentuk permasalahan yang muncul
juga dapat mengalami perubahan. Maka dari itu, Satpol PP perlu melakukan pembaruan
strategi berdasarkan kondisi terbaru di lapangan agar tindakan pengamanan yang dilakukan

tetap relevan dengan kebutuhan kawasan wisata.

Dengan demikian, berdasarkan konsep strategi Richard P. Rumelt, aspek diagnosis
dalam strategi Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan telah berjalan melalui
proses identifikasi terhadap berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban kawasan Pantai
Padang. Satpol PP telah mampu memahami persoalan utama yang menjadi hambatan dalam
mendukung program revitalisasi pantai. Namun, kompleksitas permasalahan kawasan wisata
menunjukkan bahwa strategi tersebut masih membutuhkan penguatan melalui peningkatan
kapasitas personel, pengawasan yang lebih intensif, serta pendekatan kolaboratif dengan
masyarakat dan pihak terkait agar tujuan menciptakan kawasan Pantai Padang yang aman,

tertib, dan nyaman dapat tercapai secara optimal.

2. Kebijakan Penuntun dalam Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

pada Program Revitalisasi Pantai melalui Satgas Pengamanan

Menurut (Rumelt, 2011), setelah organisasi melakukan diagnosis terhadap berbagai
permasalahan yang dihadapi, tahap selanjutnya dalam proses strategi adalah menentukan
kebijakan penuntun (guiding policy). Kebijakan penuntun merupakan arah strategis yang dipilih
organisasi untuk merespons permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap diagnosis.
Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan pendekatan penyelesaian
masalah, menetapkan prioritas tindakan, serta mengarahkan pemanfaatan sumber daya
organisasi agar strategi dapat berjalan secara efektif. Rumelt menegaskan bahwa kebijakan
penuntun bukan sekadar daftar tindakan, melainkan kerangka pendekatan yang memberikan

batasan dan arah agar organisasi mampu menghadapi tantangan secara lebih terstruktur.
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Dalam konteks pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kota Padang, yaitu
revitalisasi Pantai Padang, Satpol PP Kota Padang memiliki peran penting dalam memastikan
aspek keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum tetap terjaga melalui pembentukan
Satgas Pengamanan. Pembentukan Satgas Pengamanan merupakan bentuk kebijakan
strategis yang dilakukan Satpol PP dalam menjawab berbagai persoalan ketertiban yang
muncul di kawasan wisata Pantai Padang. Melalui kebijakan tersebut, Satpol PP mengarahkan
pelaksanaan strategi pengamanan melalui berbagai kegiatan, seperti pengawasan aktivitas
masyarakat, patroli kawasan, pencegahan terhadap potensi pelanggaran, penertiban terhadap
aktivitas yang tidak sesuai aturan, serta memberikan imbauan kepada masyarakat dan

wisatawan agar menjaga ketertiban kawasan wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penuntun yang diterapkan Satpol PP
Kota Padang tidak hanya berorientasi pada tindakan penegakan aturan, tetapi juga
mengutamakan pendekatan persuasif dalam pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dilakukan
karena kawasan Pantai Padang merupakan ruang publik yang memiliki karakteristik terbuka
dan digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, baik wisatawan, pedagang, maupun
masyarakat sekitar yang melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengamanan
tidak dapat hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi membutuhkan pendekatan
komunikasi, edukasi, dan pembinaan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut menjaga

ketertiban kawasan wisata.

Pendekatan persuasif dalam pengelolaan kawasan wisata menjadi aspek penting
karena keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah
dalam melakukan pengawasan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat
terhadap kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wondirad
et al., 2020; Sana, 2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata
sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Keterlibatan
masyarakat menjadi faktor penting karena aktivitas masyarakat di sekitar kawasan wisata
memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan dan kualitas destinasi wisata. Dengan
demikian, kebijakan pengamanan kawasan wisata perlu menggabungkan aspek pengawasan

pemerintah dengan pendekatan pemberdayaan dan komunikasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan
telah menerapkan kebijakan pengamanan dengan mengedepankan kegiatan patroli rutin dan

pengawasan langsung terhadap kondisi kawasan Pantai Padang. Kebijakan tersebut dilakukan
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untuk mencegah munculnya berbagai bentuk gangguan ketertiban, seperti parkir liar,
pungutan tidak resmi, maupun aktivitas lain yang dapat mengurangi kenyamanan
pengunjung. Selain melakukan tindakan terhadap pelanggaran, Satgas juga memberikan
teguran dan arahan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan
ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bertujuan
memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku masyarakat secara

bertahap (Simarmata, 2023).

Selain melalui pengawasan langsung, kebijakan penuntun Satpol PP Kota Padang
juga diwujudkan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas
Pariwisata Kota Padang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan
kawasan wisata. Koordinasi antarinstansi diperlukan karena program revitalisasi Pantai
Padang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup
aspek pengelolaan kawasan, pelayanan wisatawan, serta penciptaan lingkungan wisata yang

aman dan nyaman.

Kerja sama antarorganisasi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik menjadi
faktor penting karena suatu program tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya
bergantung pada satu lembaga. Penelitian oleh (Emerson & Nabatchi, 2015) menjelaskan
bahwa pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan (collaborative governance) dapat
meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan karena memungkinkan adanya pembagian
peran, pertukaran sumber daya, dan penyelesaian masalah secara bersama antaraktor yang
terlibat. Dalam konteks revitalisasi Pantai Padang, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas
Pariwisata menunjukkan adanya upaya kolaborasi dalam memastikan aspek pembangunan

kawasan wisata berjalan seimbang dengan aspek keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan perspektif (Rumelt, 2011), kebijakan penuntun yang diterapkan Satpol
PP Kota Padang menunjukkan bahwa organisasi telah menentukan pendekatan strategis
dalam menghadapi permasalahan keamanan dan ketertiban kawasan Pantai Padang. Satpol
PP tidak hanya mengandalkan tindakan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi
mengarahkan strategi melalui kombinasi antara pengawasan, pencegahan, pendekatan
persuasif, koordinasi antarinstansi, dan pembinaan masyarakat. Pendekatan tersebut
menunjukkan bahwa Satpol PP telah berusaha menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik

permasalahan yang terjadi di kawasan wisata.
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Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan
kebijakan penuntun tersebut masih menghadapi beberapa hambatan. Meskipun Satgas
Pengamanan telah melaksanakan patroli dan pengawasan, beberapa bentuk gangguan
ketertiban seperti parkir liar dan pungutan tidak resmi masih ditemukan di lapangan. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirancang belum sepenuhnya mampu
mengatasi seluruh persoalan yang muncul di kawasan Pantai Padang. Faktor yang
memengaruhi kondisi tersebut antara lain luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan jumlah
personel, serta tingginya intensitas aktivitas masyarakat di kawasan wisata. Permasalahan
tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penuntun perlu terus dikembangkan melalui evaluasi
secara berkala agar strategi yang diterapkan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi
lapangan. Menurut penelitian oleh (Ansell & Gash, 2008), kebijakan publik yang melibatkan
berbagai aktor membutuhkan proses evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan karena

dinamika sosial di lapangan dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Peneliti beranggapan bahwa kebijakan penuntun yang diterapkan oleh Satpol PP
Kota Padang telah memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan strategi pengamanan
kawasan Pantai Padang. Pembentukan Satgas Pengamanan menunjukkan adanya
kemampuan organisasi dalam menerjemahkan tujuan program revitalisasi pantai ke dalam
bentuk kebijakan operasional yang lebih konkret. Satgas tidak hanya berfungsi sebagai aparat
pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam menciptakan kondisi wisata
yang tertib, aman, dan nyaman. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih
sangat bergantung pada kemampuan Satpol PP dalam menyesuaikan strategi dengan
dinamika permasalahan yang berkembang. Keberadaan Satgas Pengamanan perlu didukung
dengan peningkatan jumlah personel, penguatan sistem pengawasan, optimalisasi koordinasi
antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar kebijakan yang diterapkan tidak
hanya bersifat pengendalian sementara, tetapi mampu menciptakan perubahan perilaku yang
berkelanjutan. Dengan demikian, berdasarkan konsep strategi Richard P. Rumelt, aspek
kebijakan penuntun (guiding policy) dalam strategi Satpol PP Kota Padang telah diwujudkan
melalui pembentukan Satgas Pengamanan, penerapan metode pengawasan dan patroli,
pendekatan persuasif terhadap masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait.
Kebijakan tersebut telah memberikan arah strategis dalam mendukung program revitalisasi
Pantai Padang, namun masih membutuhkan penguatan agar mampu memberikan
penyelesaian yang lebih optimal terhadap berbagai permasalahan ketertiban dan keamanan

kawasan wisata.
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3. Tindakan Koheren dalam Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang pada

Program Revitalisasi Pantai melalui Satgas Pengamanan

Menurut (Rumelt, 2011), tindakan koheren merupakan elemen ketiga dalam
penyusunan strategi yang menjelaskan bahwa strategi tidak hanya berhenti pada tahap
identifikasi masalah dan penetapan kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui serangkaian
tindakan nyata yang saling mendukung. Tindakan koheren menggambarkan kemampuan
organisasi dalam menerjemahkan kebijakan strategis menjadi aktivitas operasional yang
konsisten, terarah, dan memiliki keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan
demikian, keberhasilan suatu strategi sangat bergantung pada kesesuaian antara permasalahan
yang telah didiagnosis, kebijakan yang telah dirumuskan, serta tindakan yang dilakukan oleh

organisasi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Dalam konteks strategi Satpol PP Kota Padang dalam mendukung program unggulan
revitalisasi Pantai Padang melalui Satgas Pengamanan, tindakan koheren diwujudkan melalui
berbagai aktivitas operasional yang dilakukan untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan
ketertiban umum di kawasan wisata tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang
dilakukan Satpol PP melalui Satgas Pengamanan meliputi kegiatan patroli rutin, pengawasan
terhadap aktivitas masyarakat, penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran, serta
pemberian teguran kepada pihak-pihak yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan

aturan yang berlaku.

Pelaksanaan patroli dan pengawasan menjadi salah satu bentuk tindakan strategis
yang dilakukan Satgas Pengamanan dalam mengantisipasi munculnya gangguan ketertiban di
kawasan Pantai Padang. Melalui kegiatan tersebut, petugas dapat mengetahui kondisi aktual
di lapangan, melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, serta memberikan
respons apabila ditemukan permasalahan yang mengganggu kenyamanan masyarakat
maupun wisatawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Satpol PP
tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mengarah pada upaya
preventif melalui pengawasan secara langsung. Temuan penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Sutiyo & Maharjan, 2017) yang menjelaskan bahwa
keberhasilan pengelolaan ruang publik dan kawasan wisata membutuhkan kapasitas
pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi, pengawasan, serta tindakan implementatif
secara berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya membuat kebijakan, tetapi juga

harus memiliki mekanisme pelaksanaan yang mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan
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secara efektif di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan operasional menjadi faktor
penting dalam memastikan strategi pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, Satgas Pengamanan secara aktif melakukan
patroli dan pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan Pantai
Padang. Salah satu petugas Satgas Pengamanan menjelaskan bahwa kegiatan patroli dilakukan
secara rutin sebagai bentuk upaya menjaga kondisi kawasan pantai agar tetap aman dan tertib.
Selain itu, apabila terdapat laporan dari masyarakat maupun wisatawan terkait adanya
pelanggaran, petugas akan segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki. Pelaksanaan tindakan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang telah
berupaya menjalankan strategi melalui mekanisme pengawasan langsung dan respons
terhadap permasalahan yang terjadi. Tindakan berupa teguran maupun penertiban terhadap
pelanggaran menjadi bentuk implementasi dari kebijakan pengamanan yang sebelumnya telah
dirumuskan. Dengan demikian, terdapat keterhubungan antara hasil diagnosis permasalahan,
kebijakan penuntun, dan tindakan yang dilakukan oleh Satgas Pengamanan sebagaimana

konsep strategi (Rumelt, 2011; Dwilia, 2023).

Selain tindakan internal melalui patroli dan penertiban, strategi pengamanan kawasan
Pantai Padang juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak lain yang memiliki
kepentingan dalam pelaksanaan program revitalisasi pantai. Berdasarkan hasil penelitian,
Satpol PP Kota Padang melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai
perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa aspek keamanan dan ketertiban

dapat berjalan seiring dengan tujuan pengembangan kawasan wisata.

Koordinasi antarorganisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan strategi
pemerintah daerah karena permasalahan publik umumnya tidak dapat diselesaikan oleh satu
organisasi saja. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian (Emerson et al, 2022) yang
menjelaskan bahwa collaborative governance diperlukan dalam penyelesaian persoalan
publik yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan dan sumber
daya yang berbeda. Melalui kerja sama antarinstansi, pelaksanaan program pemerintah dapat
berjalan lebih efektif karena setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan

kapasitas masing-masing.
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Dalam pelaksanaan program revitalisasi Pantai Padang, koordinasi antara Satpol PP
dan Dinas Pariwisata menunjukkan adanya pembagian peran yang saling melengkapi. Dinas
Pariwisata berperan dalam aspek pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata, sedangkan
Satpol PP melalui Satgas Pengamanan berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban
umum. Hubungan kerja sama tersebut menunjukkan bahwa tindakan koheren tidak hanya
dilakukan melalui aktivitas lapangan, tetapi juga melalui koordinasi kelembagaan yang

mendukung keberhasilan strategi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh
Satgas Pengamanan masih menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Masih
ditemukannya praktik parkir liar, pungutan tidak resmi, serta pelanggaran ketertiban lainnya
menunjukkan bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu
menyelesaikan seluruh permasalahan di kawasan Pantai Padang. Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan jumlah personel, serta
karakteristik kawasan pantai sebagai ruang publik yang memiliki aktivitas masyarakat yang
tinggi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tindakan koheren membutuhkan evaluasi
dan penyesuaian secara terus-menerus agar strategi yang diterapkan tetap relevan dengan
perubahan kondisi lingkungan. Menurut (Bryson et al., 2015), strategi dalam organisasi publik
harus bersifat adaptif karena lingkungan pemerintahan selalu mengalami perubahan akibat
dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, tindakan strategis tidak
hanya dilakukan melalui pelaksanaan program, tetapi juga melalui evaluasi terhadap

efektivitas tindakan yang telah dilakukan.

Peneliti beranggapan bahwa tindakan koheren yang dilakukan Satpol PP Kota
Padang melalui Satgas Pengamanan telah menunjukkan adanya proses implementasi strategi
yang sesuai dengan konsep (Rumelt, 2011). Berbagai tindakan seperti patroli, pengawasan,
penertiban, pemberian teguran, serta koordinasi antarinstansi menunjukkan bahwa strategi
pengamanan tidak hanya berada pada tingkat perencanaan, tetapi telah diterapkan dalam
bentuk tindakan nyata di lapangan. Keberadaan Satgas Pengamanan menjadi bentuk konkret
bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan tujuan revitalisasi Pantai Padang ke dalam
upaya menciptakan kawasan wisata yang aman dan tertib. Dengan demikian, berdasarkan
konsep strategi Richard P. Rumelt, aspek tindakan koheren dalam strategi Satpol PP Kota
Padang telah diwujudkan melalui serangkaian tindakan operasional yang mendukung
pelaksanaan program revitalisasi Pantai Padang. Meskipun demikian, efektivitas tindakan

tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personel, optimalisasi sistem
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pengawasan, peningkatan koordinasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga

ketertiban kawasan wisata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung Program Unggulan Revitalisasi Pantai telah
dilaksanakan berdasarkan tiga komponen strategi Richard P. Rumelt (2011), yaitu diagnosis,
kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Pada tahap diagnosis, Satpol PP Kota Padang
telah mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam
menciptakan kawasan Pantai Padang yang aman, tertib, dan nyaman, di antaranya masih
ditemukannya praktik parkir liar, pungutan tidak resmi, serta rendahnya tingkat kepatuhan
sebagian masyarakat terhadap aturan ketertiban umum. Identifikasi terhadap berbagai
permasalahan tersebut menjadi dasar bagi Satpol PP dalam menentukan arah strategi
pengamanan melalui pembentukan Satgas Pengamanan. Selanjutnya, pada aspek kebijakan
penuntun, Satpol PP Kota Padang menerapkan pendekatan pengamanan melalui kegiatan
patroli, pengawasan, penertiban, pemberian teguran, serta tindak lanjut terhadap laporan
masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025
tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sementara itu, pada aspek tindakan koheren,
strategi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan berupa
patroli rutin, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, penanganan terhadap berbagai
bentuk pelanggaran, serta koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan instansi terkait dalam
mendukung keberhasilan Program Revitalisasi Pantai. Meskipun strategi yang diterapkan
telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan kawasan Pantai
Padang, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan
personel pengawasan, luasnya wilayah yang harus diawasi, masih adanya praktik parkir liar
dan pungutan tidak resmi, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga
ketertiban kawasan wisata. Dengan demikian, strategi Satpol PP Kota Padang melalui Satgas
Pengamanan telah berjalan sesuai dengan konsep strategi Rumelt, namun masih
membutuhkan penguatan secara berkelanjutan agar mampu menciptakan sistem

pengamanan kawasan wisata yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dalam memahami

strategi organisasi publik, khususnya dalam konteks pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong
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Praja dalam mendukung pengelolaan kawasan wisata perkotaan. Secara teoritis, penelitian ini
memperkuat penerapan konsep strategi Richard P. Rumelt yang terdiri dari diagnosis,
kebijakan penuntun, dan tindakan koheren sebagai kerangka analisis untuk melihat
bagaimana organisasi pemerintah merumuskan dan melaksanakan strategi dalam menghadapi
permasalahan publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran
Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung Program Revitalisasi
Pantai, termasuk berbagai upaya pengawasan, penertiban, koordinasi, serta tantangan yang
dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi
Pemerintah Kota Padang, khususnya Satpol PP, dalam meningkatkan efektivitas strategi
pengamanan kawasan wisata melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi sistem

pengawasan, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih
mendalam mengenai efektivitas implementasi strategi pengamanan kawasan wisata dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (mixed methods) agar dapat
mengukur tingkat keberhasilan program secara lebih objektif. Selain itu, penelitian berikutnya
dapat mengembangkan kajian mengenai peran kolaborasi antarinstansi, partisipasi
masyarakat, serta keterlibatan pelaku usaha wisata dalam mendukung keberlanjutan
pengelolaan kawasan Pantai Padang. Penggunaan teori atau perspektif lain, seperti
collaborative governance, governance pariwisata berkelanjutan, atau teori implementasi
kebijakan publik, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor
yang memengaruhi keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam menciptakan kawasan

wisata yang aman, tertib, dan nyaman.
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